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Kata Pengantar 
 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga karya berjudul 

“Berpikir Strategis dan Bertindak Demokratis: Transformasi 

Layanan Publik di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. 

Karya ini hadir dari kesadaran bahwa layanan publik yang 

berkualitas merupakan fondasi penting dalam membangun negara 

yang maju, adil, dan berpihak kepada masyarakat. Di tengah 

perubahan sosial, perkembangan teknologi, tuntutan transparansi, 

serta meningkatnya harapan warga terhadap pelayanan yang cepat 

dan manusiawi, diperlukan cara berpikir yang strategis sekaligus 

tindakan yang demokratis agar transformasi layanan publik tidak 

hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat. 

Pembahasan dalam karya ini disusun untuk memberikan 

pemahaman yang utuh mengenai fondasi pemikiran strategis, 

tindakan demokratis, sejarah layanan publik di Indonesia, good 

governance, kerangka hukum, partisipasi publik, kepemimpinan 

demokratis, inovasi layanan, transformasi digital, sumber daya 

manusia, pembiayaan, integritas, akuntabilitas, hingga visi layanan 

publik menuju Indonesia Emas 2045. Setiap bagian diarahkan 

untuk menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak cukup hanya 

dijalankan melalui prosedur administratif, tetapi harus dibangun 

melalui perencanaan yang matang, kepemimpinan yang terbuka, 

kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta keberanian 

menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan warga. 

Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi yang 

bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, aparatur pemerintah, 



II 
 

praktisi kebijakan, pelaku sektor swasta, organisasi masyarakat 

sipil, dan pembaca umum yang memiliki perhatian terhadap 

perbaikan layanan publik di Indonesia. Gagasan-gagasan yang 

disajikan diharapkan mampu mendorong lahirnya tata kelola 

layanan publik yang lebih strategis, partisipatif, transparan, 

berintegritas, dan berkeadilan. Agar manfaatnya dapat 

menjangkau lebih banyak kalangan, karya ini akan dicetak 

sebanyak mungkin untuk disebarluaskan kepada lembaga 

pendidikan, instansi pemerintahan, komunitas masyarakat, dan 

pihak-pihak yang peduli terhadap transformasi layanan publik 

Indonesia. 

 

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si. 
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Bagian 1 — Fondasi Pemikiran Strategis 

& Tindakan Demokratis 
 

 

A. Definisi dan Prinsip Pemikiran Strategis 

Pemikiran strategis adalah kapasitas intelektual dan 

prosedural yang memampukan organisasi untuk memahami 

lingkungan kompleks, merumuskan tujuan jangka panjang, serta 

mengkoordinasikan tindakan dan sumber daya secara sistemik 

demi pencapaian tujuan publik. Dalam ranah layanan publik, 

pemikiran strategis tidak sekadar sekumpulan teknik manajerial; 

ia merupakan pendekatan yang menggabungkan analisis data, 

penilaian nilai-nilai publik, serta kemampuan adaptif institusional. 

Pemikiran ini berakar pada pemahaman bahwa masalah publik 

bersifat kompleks bersifat wicked dan memerlukan solusi yang 

melampaui respons reaktif serta pendekatan sektoral sempit. 

Secara historis, gagasan tentang strategi berangkat dari 

etimologi militer dan manajemen bisnis, namun ketika 

diaplikasikan pada sektor publik, konsepsi tersebut harus 

diperluas. Aplikasi publik memerlukan integrasi dimensi legitimasi 

politik, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan perimbangan 

nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, definisi pemikiran strategis di 

konteks publik harus mengandung minimal tiga komponen: 

dimensi analitis (kapasitas memahami lingkungan dan penyebab 

masalah), dimensi normatif (kepatuhan pada prinsip keadilan, 

kesetaraan, dan hak-hak warga), serta dimensi institusional 

(kapabilitas organisasi, struktur tata kelola, dan mekanisme 

pembelajaran). 
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Bagian 2 — Sejarah dan Evolusi Layanan 

Publik di Indonesia 
 

 

A. Layanan Publik Tradisional hingga Kolonial 

Praktik layanan publik di nusantara sebelum kedatangan 

kekuatan kolonial berakar kuat pada struktur sosial adat yang 

mengikat komunitas lokal, dimana norma norma kolektif, 

kepemimpinan adat, dan praktik gotong royong menjadi alat 

utama pengorganisasian layanan dasar seperti pengairan 

pertanian, pengaturan pasar, dan penyelesaian sengketa. 

Organisasi sosial ini umumnya bersifat desentral, berbasis 

komunitas, dan didukung oleh legitimasi budaya yang jelas, 

sehingga proses pengambilan keputusan sering terjadi melalui 

musyawarah yang melibatkan tokoh tokoh masyarakat. Modal 

sosial berupa jaringan kekerabatan dan norma timbal balik 

memungkinkan pemeliharaan infrastruktur sosial dengan biaya 

transaksi rendah, sehingga hubungan antara negara tradisional 

dan warga dilandasi oleh sistem tanggung jawab bersama. 

Keragaman bentuk pemerintahan pra kolonial 

memperlihatkan adaptasi institusi terhadap kondisi ekologis dan 

ekonomi lokal, karena kepulauan nusantara terdiri dari ragam 

komunitas dan kerajaan yang memiliki sistem hukum dan tata 

kelola berbeda beda. Di beberapa wilayah, misalnya kerajaan 

kerajaan maritim, administrasi publik mencakup regulasi 

perdagangan antar pulau dan pengelolaan pelabuhan, sedangkan 

di wilayah agraris layanan publik lebih difokuskan pada 

pengelolaan irigasi dan distribusi tanah. Pola pola ini menegaskan 

bahwa konsep layanan publik tidak universal pada masa itu 
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Bagian 3 — Akar Pemikiran: Strategi, 

Demokrasi & Good Governance 
 

 

A. Teori Strategi pada Sektor Publik 

Pemahaman tentang strategi di sektor publik telah 

mengalami perkembangan konseptual yang signifikan, bergerak 

dari sekadar adaptasi model manajemen korporasi menuju 

kerangka teoretis yang mempertimbangkan kompleksitas sosial, 

legitimasi politik, dan keberlanjutan kebijakan. Istilah strategi, 

yang secara historis berakar pada dunia militer (strategos dalam 

bahasa Yunani kuno berarti seni memimpin pasukan), awalnya 

dipahami sebagai perencanaan jangka panjang untuk 

memenangkan konflik. Dalam perkembangan modern, teori 

strategi kemudian diadopsi ke dunia bisnis melalui karya tokoh 

seperti Igor Ansoff dan Michael Porter, yang menekankan analisis 

lingkungan kompetitif, keunggulan bersaing, dan pengelolaan 

sumber daya. Namun, dalam sektor publik, konsep strategi tidak 

dapat sekadar ditransplantasikan secara langsung, karena tujuan, 

dinamika kekuasaan, dan parameter keberhasilannya sangat 

berbeda dari sektor privat. 

Dalam kerangka sektor publik, strategi berfungsi sebagai 

panduan arah jangka panjang yang menghubungkan visi politik, 

mandat hukum, dan aspirasi masyarakat dengan rencana 

implementasi yang konkret. Beberapa pakar administrasi publik 

seperti Bryson (2018) dalam Strategic Planning for Public and 

Nonprofit Organizations menekankan bahwa strategi publik harus 

mengakomodasi kompleksitas kebijakan, pluralitas aktor, dan 

ketidakpastian lingkungan. Artinya, teori strategi publik tidak 
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Bagian 4 — Kerangka Hukum dan 

Kebijakan Layanan Publik 
 

 

A. Undang-Undang dan Regulasi Kunci 

Kerangka hukum yang mengatur layanan publik di Indonesia 

merupakan pondasi normatif dan struktural bagi seluruh aktivitas 

penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh negara. Dalam 

perspektif administrasi publik modern, keberadaan undang-

undang dan regulasi kunci tidak hanya berfungsi sebagai aturan 

formal yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen untuk 

mengarahkan perilaku birokrasi, menjamin perlindungan hak-hak 

warga, dan memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan. 

Teori rule of law yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller menegaskan 

bahwa hukum yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip umum 

seperti kejelasan, keterbukaan, konsistensi, dan keberlakuan yang 

stabil. Dalam konteks layanan publik, prinsip-prinsip ini 

menentukan sejauh mana regulasi dapat berfungsi efektif dalam 

menciptakan tatanan administratif yang akuntabel. 

Salah satu regulasi paling penting dalam layanan publik 

Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Undang-undang ini menjadi payung hukum 

utama yang menetapkan definisi, prinsip, standar, hak, dan 

kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik. UU ini 

mengatur bahwa setiap penyelenggara layanan publik, baik 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, maupun 

badan hukum lainnya yang diberi tugas penyelenggaraan layanan 

publik, wajib memenuhi standar pelayanan yang meliputi 

prosedur, waktu penyelesaian, biaya, dan output yang jelas. 



60 
 

Bagian 5 — Peta Pemangku Kepentingan 
 

 

A. Pemerintah Pusat dan Daerah 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan aktor 

kunci dalam ekosistem penyelenggaraan layanan publik di 

Indonesia. Dalam konteks tata kelola negara yang menganut sistem 

desentralisasi asimetris, hubungan antara kedua entitas ini diatur 

melalui kerangka hukum yang jelas namun dinamis, yang 

tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan berbagai regulasi turunannya. Analisis 

terhadap peran, fungsi, kewenangan, dan tantangan yang dihadapi 

oleh pemerintah pusat dan daerah menjadi penting, karena 

keberhasilan transformasi layanan publik sangat bergantung pada 

sinergi di antara keduanya. 

Pemerintah pusat berperan sebagai penentu arah strategis 

dan pengambil keputusan makro dalam kebijakan publik. Fungsi 

utamanya meliputi perumusan kebijakan nasional, penetapan 

standar pelayanan minimal (SPM), alokasi anggaran melalui APBN, 

serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. 

Peran ini dijalankan melalui kementerian dan lembaga yang 

masing-masing memiliki mandat sektoral. Kementerian Dalam 

Negeri, misalnya, memegang fungsi koordinasi dan pembinaan 

umum terhadap pemerintah daerah, sedangkan kementerian 

teknis seperti Kementerian Kesehatan atau Kementerian 

Pendidikan menetapkan kebijakan sektoral yang harus 

diimplementasikan oleh daerah. 

Di sisi lain, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, 

maupun kota memiliki kewenangan otonomi yang cukup luas 
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Bagian 6 — Perencanaan Strategis dan 

Pengambilan Keputusan 
 

 

A. Tahapan Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis (strategic planning) dalam sektor 

publik adalah proses sistematis untuk menentukan arah masa 

depan organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang, 

mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mencapainya, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya 

diarahkan secara efektif menuju pencapaian tujuan tersebut. 

Konsep ini berakar pada literatur manajemen, khususnya teori 

yang dikembangkan oleh Igor Ansoff, Henry Mintzberg, dan John 

Bryson, namun telah mengalami adaptasi signifikan ketika 

diterapkan dalam konteks tata kelola pemerintahan. Perencanaan 

strategis di sektor publik memiliki dimensi politik, sosial, dan etis 

yang jauh lebih kompleks dibandingkan sektor privat, karena 

keberhasilannya tidak hanya diukur dari profit, tetapi dari nilai 

publik (public value) yang dihasilkan. 

Tahapan perencanaan strategis di sektor publik secara umum 

mencakup delapan langkah utama, meskipun dalam praktiknya 

tahapan ini sering disesuaikan dengan karakteristik organisasi dan 

lingkup kebijakannya. Delapan tahapan tersebut meliputi: 

1. Analisis Konteks dan Lingkungan Strategis 

Tahap awal perencanaan strategis adalah memahami konteks 

eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi. 

Analisis lingkungan eksternal mencakup faktor politik, 

ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum (PESTEL 

analysis). Misalnya, dalam layanan kesehatan publik, 
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Bagian 7 — Partisipasi Publik dan 

Demokrasi Deliberatif 
 

 

A. Konsep Partisipasi dan Representasi 

Partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan 

merupakan salah satu pilar fundamental demokrasi modern. 

Dalam literatur politik, partisipasi dipahami sebagai keterlibatan 

warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang 

memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi tidak semata-mata 

diartikan sebagai kehadiran fisik dalam forum resmi, melainkan 

mencakup spektrum luas mulai dari penyampaian aspirasi, 

pengawasan kebijakan, kontribusi ide, hingga keterlibatan aktif 

dalam perumusan dan implementasi program publik. Dalam 

perspektif good governance, partisipasi yang bermakna menjadi 

instrumen penting untuk meningkatkan legitimasi kebijakan, 

memperkuat akuntabilitas, dan memastikan kebijakan yang 

dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Representasi, di sisi lain, merupakan mekanisme untuk 

memastikan bahwa suara dan kepentingan warga tersalurkan 

melalui perwakilan yang sah, baik melalui sistem politik formal 

seperti parlemen maupun melalui badan konsultatif dan forum 

komunitas. Representasi menjadi relevan ketika semua warga 

tidak mungkin terlibat langsung dalam setiap keputusan publik. 

Sistem perwakilan yang efektif menuntut adanya keterhubungan 

antara wakil dan yang diwakili, transparansi dalam penyampaian 

aspirasi, serta akuntabilitas wakil dalam 

mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil. 
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Bagian 8 — Kepemimpinan Demokratis 

dan Manajemen Perubahan 
 

 

A. Karakter Pemimpin Demokratis 

Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang 

menempatkan prinsip partisipasi, kesetaraan, dan penghormatan 

terhadap hak-hak individu sebagai inti dari proses pengambilan 

keputusan. Dalam konteks tata kelola publik, pemimpin 

demokratis bukan hanya simbol keterbukaan, tetapi juga aktor 

yang secara aktif menciptakan ruang dialog, memberdayakan 

bawahan, dan memastikan setiap kebijakan mencerminkan 

aspirasi masyarakat luas. Model ini bertolak belakang dengan gaya 

kepemimpinan otoriter yang memusatkan kekuasaan dan 

membatasi peran partisipasi warga. 

Karakter utama pemimpin demokratis mencakup integritas, 

empati, kemampuan mendengar, dan komitmen terhadap nilai-

nilai good governance. Integritas menuntut konsistensi antara 

ucapan dan tindakan, yang membangun kepercayaan publik. 

Empati memungkinkan pemimpin memahami situasi dari sudut 

pandang orang lain, khususnya kelompok rentan yang sering 

terpinggirkan dalam proses kebijakan. Kemampuan mendengar 

bukan sekadar menerima informasi, tetapi memprosesnya secara 

kritis dan memasukkannya dalam pertimbangan kebijakan. 

Komitmen terhadap good governance memastikan bahwa 

keputusan diambil dengan mempertimbangkan transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. 

Pemimpin demokratis harus memiliki emotional intelligence 

yang tinggi untuk mengelola dinamika tim, menyelesaikan konflik 



101 
 

Bagian 9 — Inovasi Layanan dan 

Eksperimen Publik 
 

 

A. Bentuk Inovasi (Proses, Layanan, Model) 

Inovasi dalam layanan publik adalah pengenalan dan 

penerapan ide-ide baru yang menghasilkan peningkatan signifikan 

dalam cara pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat. 

Inovasi dapat mencakup perbaikan proses administratif, 

penyediaan jenis layanan baru, atau pengembangan model tata 

kelola yang lebih efektif. Di sektor publik, inovasi bukan sekadar 

penciptaan teknologi baru, tetapi lebih pada penerapan 

pendekatan yang memberikan nilai tambah bagi warga, 

memperkuat efisiensi, dan memperluas jangkauan layanan. 

Bentuk inovasi dapat dikategorikan ke dalam inovasi proses, 

inovasi layanan, dan inovasi model. Inovasi proses berfokus pada 

perbaikan mekanisme kerja internal untuk meningkatkan efisiensi, 

mengurangi birokrasi, dan mempercepat waktu layanan. Misalnya, 

digitalisasi prosedur perizinan yang sebelumnya memakan waktu 

berhari-hari menjadi hanya beberapa jam melalui platform daring. 

Inovasi ini sering kali berhubungan dengan penerapan lean 

management atau business process reengineering yang memotong 

tahapan yang tidak bernilai tambah. 

Inovasi layanan berkaitan dengan penciptaan atau modifikasi 

layanan publik yang ditawarkan kepada masyarakat. Contohnya 

adalah pengembangan aplikasi kesehatan daring yang 

memungkinkan pasien membuat janji temu, mengakses rekam 

medis, dan menerima konsultasi dokter secara virtual. Inovasi jenis 

ini sering berfokus pada peningkatan kualitas interaksi antara 
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Bagian 10 — Transformasi Digital dan 

Data Governance 
 

 

A. Roadmap E-Government & Smart Governance 

Transformasi digital sektor publik di Indonesia merupakan 

perjalanan panjang yang memerlukan visi strategis, 

kepemimpinan yang konsisten, dan tata kelola yang matang. E-

government telah menjadi agenda reformasi birokrasi sejak awal 

2000-an, namun pelaksanaannya sering menghadapi tantangan 

koordinasi, integrasi data, dan kesenjangan infrastruktur. 

Roadmap e-government yang jelas dan terukur adalah instrumen 

kunci untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak sekadar 

menghasilkan aplikasi terpisah (islands of automation), tetapi 

membentuk ekosistem layanan yang saling terhubung, efisien, dan 

berorientasi pada warga negara. 

Roadmap yang baik harus dimulai dengan visi yang 

menempatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas 

layanan publik, memperkuat transparansi, dan memperluas akses. 

Visi ini perlu diterjemahkan ke dalam tujuan jangka panjang yang 

mencakup digitalisasi proses inti pemerintahan, integrasi sistem 

antar instansi, dan penerapan teknologi cerdas untuk mendukung 

pengambilan keputusan berbasis data. Indonesia, melalui 

Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE), telah menetapkan kerangka kebijakan untuk 

transformasi ini, namun implementasi yang konsisten di seluruh 

tingkatan pemerintahan masih menjadi tantangan. 

Pilar utama roadmap e-government mencakup pembangunan 

infrastruktur digital nasional yang andal, pengembangan aplikasi 
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Bagian 11 — Sumber Daya Manusia 

untuk Layanan Publik Unggul 
 

 

A. Rekrutmen, Kompetensi, dan Karier Pegawai Publik 

Kualitas layanan publik sangat bergantung pada mutu 

sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. SDM publik 

bukan sekadar pengelola kebijakan, tetapi juga ujung tombak 

interaksi antara negara dan warganya. Oleh karena itu, rekrutmen, 

pengembangan kompetensi, dan manajemen karier pegawai publik 

menjadi pilar strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang 

efektif, responsif, dan berintegritas. 

Rekrutmen pegawai publik adalah pintu masuk yang 

menentukan kualitas birokrasi. Proses ini harus dirancang untuk 

menjaring individu dengan kompetensi teknis, kapasitas analitis, 

integritas moral, dan komitmen pelayanan publik. Model 

rekrutmen yang berbasis merit (merit-based recruitment) menjadi 

standar global untuk menjamin bahwa penempatan jabatan 

dilakukan berdasarkan kualifikasi, bukan koneksi politik atau 

kedekatan pribadi. Di Indonesia, Undang-Undang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) telah mengatur prinsip merit, namun 

pelaksanaannya masih memerlukan penguatan di lapangan, 

terutama untuk meminimalkan potensi intervensi non-profesional. 

Selain prinsip merit, proses rekrutmen juga harus transparan 

dan akuntabel. Transparansi berarti setiap tahapan seleksi—mulai 

dari pengumuman formasi, persyaratan, metode seleksi, hingga 

pengumuman hasil—harus dapat diakses publik dan diawasi oleh 

lembaga independen. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap 

keputusan seleksi dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. 
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Bagian 12 — Pembiayaan, Kemitraan, 

dan Model Kolaborasi 
 

 

A. Perencanaan Anggaran Strategis 

Perencanaan anggaran strategis adalah proses sistematis 

untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif guna 

mencapai tujuan dan prioritas organisasi, dalam hal ini institusi 

publik. Dalam konteks pemerintahan, anggaran tidak hanya 

berfungsi sebagai instrumen pembiayaan program, tetapi juga 

sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. 

Anggaran strategis memastikan bahwa setiap rupiah yang 

dibelanjakan memiliki keterkaitan langsung dengan visi, misi, dan 

sasaran pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. 

Pendekatan tradisional dalam penganggaran sering kali 

bersifat inkremental, yaitu menambah atau mengurangi jumlah 

dari anggaran tahun sebelumnya tanpa evaluasi mendalam 

terhadap efektivitas program. Model ini rentan mempertahankan 

kegiatan yang kurang relevan atau tidak efisien. Sebaliknya, 

perencanaan anggaran strategis menggunakan pendekatan 

berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang 

menghubungkan alokasi dana dengan hasil dan dampak yang ingin 

dicapai. Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk mengukur 

keberhasilan program, menilai nilai tambah yang dihasilkan, dan 

menyesuaikan pendanaan berdasarkan evaluasi tersebut. 

Kerangka perencanaan anggaran strategis harus dimulai 

dengan analisis lingkungan strategis. Analisis ini mencakup 

proyeksi pendapatan, tren ekonomi, prioritas pembangunan 

nasional, dan potensi risiko fiskal. Selain itu, masukan dari 
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Bagian 13 — Etika, Integritas, dan 

Antikorupsi 
 

 

A. Prinsip Etika dalam Pengambilan Keputusan Publik 

Etika dalam pengambilan keputusan publik merupakan 

fondasi moral yang mengarahkan perilaku dan pilihan para pejabat 

publik dalam menjalankan tugasnya. Etika tidak hanya menjadi 

panduan normatif, tetapi juga instrumen strategis untuk 

membangun kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan 

kewenangan, dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-

benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks 

tata kelola pemerintahan, prinsip etika tidak berdiri sendiri, 

melainkan berinteraksi dengan hukum, kebijakan, dan nilai-nilai 

sosial. 

Pengambilan keputusan publik berbeda dengan keputusan di 

sektor privat karena menyangkut penggunaan sumber daya publik, 

mempengaruhi kehidupan orang banyak, dan sering kali 

melibatkan dilema antara kepentingan yang berbeda. Oleh karena 

itu, etika publik mengharuskan setiap pejabat mempertimbangkan 

prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan 

umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Prinsip-prinsip 

ini tidak hanya bersifat ideal, tetapi harus diterjemahkan ke dalam 

prosedur kerja dan perilaku sehari-hari. 

Salah satu kerangka yang sering digunakan untuk menilai 

etika pengambilan keputusan publik adalah principle-based 

approach, yang mencakup: 



143 
 

Bagian 14 — Mengukur Kinerja dan 

Dampak Layanan Publik 
 

 

A. Metode Evaluasi Kinerja dan KPI Publik 

Evaluasi kinerja dalam sektor publik adalah proses sistematis 

untuk menilai sejauh mana organisasi, program, atau kebijakan 

telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bukan 

sekadar aktivitas administratif, melainkan instrumen strategis 

untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam 

layanan publik, evaluasi kinerja harus mampu menjawab tiga 

pertanyaan fundamental: apakah tujuan tercapai, bagaimana cara 

mencapainya, dan apa pembelajaran yang bisa diambil untuk 

perbaikan di masa depan. 

Metode evaluasi kinerja mencakup pendekatan kuantitatif, 

kualitatif, maupun gabungan keduanya (mixed methods). 

Pendekatan kuantitatif mengandalkan data numerik, indikator 

terukur, dan analisis statistik untuk menilai output dan outcome. 

Pendekatan kualitatif, sebaliknya, menekankan pada pemahaman 

mendalam tentang konteks, proses, dan persepsi para pemangku 

kepentingan melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus (focus 

group discussion), dan studi kasus. Mixed methods 

mengombinasikan keunggulan kedua pendekatan untuk 

memberikan gambaran yang komprehensif. 

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators atau 

KPI) adalah alat ukur spesifik yang digunakan untuk menilai 

keberhasilan pencapaian tujuan. Dalam sektor publik, KPI harus 

memenuhi prinsip SMART—Specific, Measurable, Achievable, 

Relevant, Time-bound. Specific berarti indikator jelas dan fokus; 
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Bagian 15 — Tantangan Global, 

Roadmap Aksi & Visi 2045 
 

 

A. Globalisasi, Lingkungan, dan Isu Transnasional 

Globalisasi telah membawa peluang besar sekaligus 

tantangan kompleks bagi layanan publik. Integrasi ekonomi, 

teknologi, budaya, dan arus informasi lintas batas membuat batas-

batas geografis semakin kabur. Layanan publik kini harus 

beroperasi dalam ekosistem yang saling terhubung, di mana 

kebijakan domestik dapat dipengaruhi oleh dinamika 

internasional dan sebaliknya. Misalnya, keputusan negara-negara 

maju dalam menetapkan standar emisi karbon dapat berdampak 

langsung pada industri dan kebijakan lingkungan di Indonesia. 

Salah satu tantangan utama yang muncul dari globalisasi 

adalah persaingan global dalam kualitas layanan publik. 

Masyarakat semakin mampu membandingkan standar layanan di 

berbagai negara melalui teknologi informasi. Hal ini menciptakan 

tekanan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan 

setara dengan praktik terbaik internasional. Selain itu, globalisasi 

juga memudahkan pergerakan tenaga kerja lintas negara, sehingga 

kompetisi dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik 

menjadi lebih ketat. 

Isu lingkungan menjadi tantangan transnasional yang 

menuntut respons kolektif. Perubahan iklim, kerusakan ekosistem, 

dan polusi lintas batas memerlukan koordinasi kebijakan yang 

melampaui yurisdiksi nasional. Layanan publik di bidang energi, 

transportasi, kesehatan, dan tata ruang harus beradaptasi untuk 

mengurangi emisi, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan 
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Penutup 
 

 

Perjalanan penyusunan buku ini merupakan refleksi dari 

tantangan, pembelajaran, dan harapan terhadap masa depan 

layanan publik di Indonesia. Melalui lima belas bab yang saling 

terkait, kita diajak untuk melihat layanan publik bukan hanya 

sebagai serangkaian prosedur administratif, tetapi sebagai wajah 

negara di hadapan rakyatnya, cermin dari visi, nilai, dan komitmen 

kita bersama. 

Buku ini menegaskan bahwa berpikir strategis berarti 

mampu melihat jauh ke depan, memetakan peluang dan risiko, 

serta mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efektif. 

Sementara bertindak demokratis berarti menempatkan rakyat 

sebagai pusat pengambilan keputusan, memastikan inklusivitas, 

dan menjaga akuntabilitas pada setiap langkah. Kedua prinsip ini, 

bila dijalankan secara konsisten, akan menjadi fondasi bagi layanan 

publik yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. 

Kita telah membahas kerangka hukum, teori, kebijakan, peran 

pemangku kepentingan, inovasi digital, penguatan SDM, hingga visi 

2045. Semua ini adalah bagian dari peta jalan yang memerlukan 

keterlibatan aktif semua pihak: pemerintah, dunia usaha, 

akademisi, masyarakat sipil, dan warga negara secara individu. 

Tidak ada pihak yang dapat berjalan sendiri; keberhasilan hanya 

mungkin tercapai melalui kolaborasi. 

Harapan kami, pembaca tidak hanya menjadikan buku ini 

sebagai bahan bacaan, tetapi juga sebagai panduan kerja, sumber 

inspirasi, dan alat advokasi untuk perubahan positif di lingkup 

masing-masing. Semoga pemikiran dan gagasan yang tersaji dapat 
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memperkaya wacana publik, memperkuat kapasitas kelembagaan, 

dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

Indonesia. 

Dengan semangat bersama, mari kita wujudkan layanan 

publik yang strategis, demokratis, dan humanis, demi Indonesia 

yang lebih maju, adil, dan sejahtera. 
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